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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang panjang pada bab sebelumnya maka 

kesimpulan yang dapat penulis berikan ialah antara lain sebagai berikut: 

Negara Malaysia menggunakan doktrin Doli Incapax yang dianut oleh sistem 

hukum Common Law, yang menjadi pembuktian di persidangan yang dapat 

menetapkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana mengetahui kedewasaan 

anak. Selain itu penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 

dibawah usia minimal pertanggungjawaban pidana, negara Malaysia dalam 

peraturannya tidak memiliki ketentuan hukum yang mengatur aparat penegak 

hukum dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana dibawah usia 

minimal pertanggungjawaban pidana. Sedangkan di Indonesia terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana dibawah usia minimal pertanggungjawaban pidana 

ketentuannya terdapat pada Pasal 21 ayat (1) UU SPPA. 

 Indonesia dan Malaysia sama-sama mengacu kepada instrumen 

internasional CRC dan terhadap penetapan usia minimal pertanggungjawaban 

pidana anak, sama-sama mempertimbangkan kapasitas dan kematangan emosional, 

intelektual dan mental anak. Anak yang berusia diatas 14 tahun hingga 18 tahun 

dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana maupun tindakan. 

Adapun perbedaan yang paling mencolok ialah dalam ketentuan hukum pidana 

Indonesia menerapkan restoratif justice dan diversi sebagai pengalihan 

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
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pidana serta termuat pada UU SPPA untuk kepastian hukum. Sedangkan di negara 

Malaysia tidak terdapat mekanisme tersebut maupun pada peraturan perundang-

undangannya.  

B. Saran 

1. Convention on Right of the Child (CRC) merupakan salah satu instrumen 

internasional yang menjadi rujukan utama dan pedoman bagi negara-negara 

dalam melindungi hak-hak anak dari diskriminasi, kekerasan dan tindakan-

tindakan lainnya yang akan merugikan bagi anak. CRC telah 

merekomendasikan kepada seluruh negara untuk menetapkan batas usia 

minimal pertanggungjawaban pidana anak dengan memperhatikan kematangan 

emosional, intelektual dan mental anak. Dengan diterbikannya laporan komite 

CRC pada tahun 2007 yang mewajibkan kepada seluruh negara untuk 

menetapkan usia minimal pertanggungjawaban pidana pada usia 12 tahun, 

maka terhadap negara-negara yang masih belum menerapkannya perlu adanya 

upaya untuk segera menerapkannya. 

2. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Convention on Right of the Child (CRC) 

yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum tentunya telah berupaya semaksimal 

mungkin hingga dewasa ini. Saran yang dapat penulis berikan terhadap 

Indonesia ialah tetap dapat konsisten dan fleskibel dengan kemajuan jaman 

sehingga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan 

hak dan perlindungan secara maksimal serta terjaga harkat dan martabatnya. 
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